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tanggal 30 Oktober 1952 tentang Meng-dakan dan Memung it i+
Rexlame Kahupaten Banyumas, dimuat d«lom Lembaran iia
Propinsi Jawa Tengah tangg-l 15 April 1953 (Tamb:han S.ori G No -
mor 3', vang telah diubah d:n ditambah terakhir dengan l'eraturan
Daerzh Noror I2 Tahun 1970 tanggal 10 Nopember 1970, d'mu t d:-
lam Lembaran Daerah Jawa Tengsh Seri C tahun 1972 No.ror 106
sudah tiduk sesuai lagi, maka perlu diganti dengan yang b.:ru.

Und ng-unding Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Peme-
rintohan di Daerah.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan D e-

rah-daerali Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Teng:h.
Undang-undang Nomor 11/D:t Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

1 al
Pajak Daeran. |
Per-turan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang -
Bentuk Peraturan Daerah,
Peraturan Dacral: Kabupaten Dacrah Tingkat IT Banyumas Nomor 7 Ta-

- z . 3 - 4 P ] . > -l .
hun 1976 tentang Penyclenggaraan, Ketertiban, Kebersihan Keindihin
Keamanan dan Keschatan dalam Kabupaten Daerah Tiagkat I

Banyumas.
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah {abuyaten D
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MEMUTUSEKAN
AT 11

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TiNGK
BANYUMAS TENTANG PAJAK REKLAME
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalem Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengan !

L IR NS T TR S e ORI

) . . . ¥ : 49
.. Pemerintah Dacrah ialah Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat II Banyumas
Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Banyumas ;
dinas Pendapatan Daerah jalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat L.
Banyuinas
. Dinas Pekerjaan Umum ialzh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting
kat I1 Bapyomas ;
. Mengadakan Reklame ialah menarik perhatian Umum terhadap sesuatu untuk
memperoleh keuntungun komersial dengan penggambaran yang dapat dilihat, di
baca atau didengar ;
Izin iajah izin pemzsangan atau penyelenggaraan reklame ;
Reklame Tetap ialah reklame yang izin berlakunya sampal ada pencabutan ;

3
Reklame Tidak Tetap ialah reklame yarg jangka waktu berlakunya ditentuka
dilum surat izin ;
Tempat Umum ialah lorong, jalan, jalan tepi (trotoir), tanah lapang, taman jembata
dan tanaly yang terbuka untuk umum
Pemegang Izin ialah orang atau badan yang mendapat izin sebagai dimaksud dalam

pasal 2 Peraturan Dacrah ini dan mereka yang mendapat hak karena hukum :

. Reklame Papan ialah jenis rcklame yang ditulis atau digamb-r di atas papan atay scjc
nis yang ditempatkan pada rumah | gediing, tembok, pagar, dinding pohon tians dsh
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L. b
Rcklamc Kain o

Yang S¢jenis de

M Rek]
“me Keliling ialah jen
endaraay Ing 1alah jenis reklame yang dibawa dengan berjalan atau dengan

laki Bert . -
ngan i:l: reklame yang dibuat dari kain dan atau bahan lainnya

n. R
¢ Ckla i
me Sinar j .
r : i Ce
1alah jenis reklame yang bersinar, disinari atau disinarkan ;

2 Rekla
m Ba S - -
¢ Balon ialah jenis reklame yang dipasang pada balon ;

p. Rckhn 5
ame Selel . .. N .
selebaray, ; “-J&Fan ialal jenis reklame yang ditulis, digambar dan dicetak berupa
9 R dengan berukuran tidak lebih dari 500 Cm? 3
g €Kla i : . . s 5
i Z‘C Film | Slide ialah jenis reklame yang diadakan | dipertunjukkan di layar
¢ngan mempergunakan alat penyorot (proyektor) dalam suatu gedung bios

kop atau tempat lain ;

r. Rekla .
m ah ten;
ie S}Jara ialah jenis reklame yang mempergunakan alat pengeras suara
Atau sejenis ;

S. » I - . . . B
Promosi Berhadiah ialah jenis reklame dengan cara membe

rikan hadiah.
BAB II

KEHARUSAN DAN PENGECUALIAN

Pasal 2

pasal ini harus mendapat izin da-

ditentukan dalam ayat (2)
akan ;

(1) Kecuali apa yang
barang siapa mengadakan reklame depgan mempergun

ri Kepala Daecrah
. Reklame Papan
Reklame Kain
Reklame Keliling

Reklame Sinar

Reklame Balon

Reklame Selebaran
Rekiame Poster

Reklame Film [ Slide
Reklame Suara

Promosi Bcrhadia}E
A]at-ulat lain darl yan.g ters
dipasarg pada papan, Jalan,.
_jcmbatan, pohon dan sebagainya.

SR Mo T

(1) pasal ini yang

ebut huruf a sampaij ayat
dinding [ tembok;

tiang, halaman, bangunan,

7-‘-L_- [y
. . .
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7/ (2) Tzin tidak diperlukan untuk mengadakan reklame ¢

(1)

(2)

(L)

. ) e

! " ipasang hanya ™€
A dengan mempergunakan kendaraan, jika reklame yang dipasang menge
) atau

ngenal pekerjaan atau perusahaan atau pemakai kendaraan 1ty dalam hal
N . . ¢ 1

nai barang-barang yang diperdagangkan olehnya, demikian pula ¢ alamat

. 14 @

reklame yung dipasang pada kendaraan terscbut hanya memuat narm

pemakai kendaraan itu dan pckerjaan atau perusahaannya; .
3;][ 101,

hanya

atau

b. dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j p?
pada bendi-benda bukan milik Pemerintah Dacrah, jka reklame itt
mengenai persil itu, orang atau kcluarga yang bertempat tinggal disitt o
pekerjaan dan perusahaan yang diselenggarakan disitu, atau barang- b"”.n:i
yang diperdagangkan disitu serta reklame yang d maksud it tidak mcno'nl;).
di atas jalan umum, dengan ketentuan buhwa luas reklame itu’ udak meleoi

sepcrempat meter persegi.

BAB III
CARA MLEMPEROLLEH IZIN

Pasal 3

Untuk mend.patkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal ? ayar (1) Pera-
turan Daersh ini yong berkepeatingan wapb mengajukan permohonan kepada
Kepala Dacrah dengan mengisi formulir yang discdiakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah.

Kepala Daerah atau Pejabat yvang ditunjauk, I)crwc-nnng menetapkan bahwa re
klume yang akun diselenggarakan itu harus disertai dt*ngan k.cxcrang:m - ketera-
ngan secukupnya dan gambar rcklame tersebut harus diperlihatkan kepzda pe

jabat yanz ditunjuk,

Pasal 4

Nask:h reklame harus ditulis dengan Bahasa Indonesia

J ka disaneping itu dikehendaki mrm'ukui I):E]mm lain, maka huruf yang diper-
gunakan tid ok bo'eh lebib hesar dari hﬁf“‘)m"g d:pergunakan “”‘Uklutnuﬁs
naskah reklame dalom Bahasa Indonesia,

Jika Pepan reklame dipasang ”"’”"“'i“"‘ (horisontal) maka n‘?‘\‘k:fh vang ditulig
dalam Pahasa [udoaesia harus herada didepan naskah yang ditulis dalam Baha

sa Asing.
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(2 p
an ter )
Pengg tentu Kepala Daerrh demi  ketertiban umum berwenang melirang
(9] ‘e

SUnaan B
by ahasa Asine d :
at da sing dan huruf- huruf lainnya sclai i mem
S innya sclain huruf Latin, un -
au mengadakan reklame. ) e me

(3) Al t.

alat. perlkal

rahlkan ’lc&;k;}:ﬁ:lfis‘awat atéu bagian lain yang dipergnunakan untuk reklam~, di-

” lcia la;nnya kecuali tidakc(lj);iarhi;nis Pendsp itan Dacrah untui dibubuhi cap at.u tan
¢mberia

() Bentyk forjn:?[])' o tan.da aianya di!?eri{<an setelah pajak yaagterhutang dibayar lunas

lai:znya sc;ba:al'r s,:baga.lmana dimaksud dalem wvat (') pzsal ini. bentuk cap dan tanda

gaimana dimaksud dalam ayat (4) pasalini ditctapkai otch Kepala Dacrah

Pasal 5

Izin .

L Scbac“a]ma .

- tCI‘tcntz p na dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka wak
“ngan syarat-syarat yang dipandang perlu berhubungan dengan ketertiban, ke-

bersih :
a )
n, keindahan, kesusilaan dan kesehatan umum.

Pasal 6

(1) Permohonan Jzin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini

ditolak jika :
a. Tidak memenuhi syarat-syarat ketertiba
dzn kesehatan umuJm;

b. Pemohen Izin tidak memenubhi
reklame atau tidak mengijinkan 2]at-
lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

n izin ditolak oleh Kepala Daerah,

enerima surat keputusan penolakan y

kan keberatan kepada Kepala Daerah.

n, kebersihan, keindahan, kesusilaan

permintaan untuk memperlihatkan alat-alat
alat reklame dibubuhi cap atau tanda
Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam permohona pemohon dalam waktu
zng dikirimkan kepada

satu bulan sejak m

nya dapat mengaju
BAB IV
PENCABUTAN 1ZIN DAN PENYINGKIRAN REKLAME
| Pasal 7
: int dicabut
. imana dimaksud dalam pasa] 3 Peraturan Dacrah int da}.)at
s SCbagmmg,n pemegang izin, apabilaia telah memenuhi kewajiban pcmba

(1)

L1as p(-:['mll'lta.

yaran pajak terhutang.



(1)

(2)

(3)

Pemegarg izin scbagaimana dimaksud d

-6 -

Izin sebagiimana di la
ana dimaksud dalam 1 s oleh Kep?

Daerah dapat dicabut jika : pasal 3 Peraturan Dacrah i’

a tidak mcme ~

sal 3 Peraturan

12 Peraturl

a. Pad.a reklame terdapat perubahan sedemikian rupa, sehingg
nuhi SYjaRat-Syanas perizinan sebagaimana dimaksud dalam pa
Dacrah ini, permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasi
an Dacrah ini harus ditolak;

b. Syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 10 Peraturanl

Daerah ini tidak dipenuhi.
keberatan

Sambil menunggu Keputusan Kepala Daerah mengenai pengajuan
xncngada

sebagaimana dimaksud d:lam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini,
kan fcklamc dapat dilanjutkan, kecuali jika Kepala Dacrah karena aiasan yang
penting memandang perlu untuk menghentikannya.

Pasal 8

“ ale! 1 1 3 r
Terhiadap pencobutan izin sebigaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan

Daerah ini disertai dengan perintah untuk menyingkirkan reklame.

Kepala Dacerah atau Pejabat yang ditunjuk, berhak meminta kepada pemohon
untuk menunjukkan atau memperlihatkan terlebih dahulu reklame yang akan
dipasang.

Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) din ayat (2) pasal ini diabaik:n, Kepila Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk berwenang menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan rcko-
lame terscbut atas biaya yang bersangkutan.

Pasal 9

alam pasal 6 Peraturan Daerah ini wajib :

a. Memelihara agar bendi-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame

sel .lu dalam keadaan baik ;

b. Membongkar, me
nya berakhir dan atau setelah izi

nghilangkan dan mcmil.ldvthkan reklame setelah jangka wakty.
nnya dicabut,



e
BAB V
TARIP PAJAK

Pasal 10

engadak sk . ) P
S kan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Pecraturan Dacrah

ini A
a1 dipungut pajak untuk :

a. Rek iap-ti
ta:klamc tetap tiap-tiap meter persegi (m
wn atau kurang dari satu tahun sebesar Rp 1.500,00 (

b. 1. : . :
Reklame tidak tetap tiap-tiap meter persegi (m?) untuk :

2y untuk jangka waktu 1 (satu)
seribu limaratus rph)

Rp 250, 00
ari Rp 500, 00
Rp 1. 000, 00
Rp 2. 500, 00
Rp 4. 500, 00
Rp 7. 500, 00

Satu hari atau kurang

Satu minggu kurang tetapi lebih dari satu h
Satu bulan atau kurang tetapi lebih dari satu minggu
Tiga bulan atau lebih tetapi lebih dari satu bulan
Enam bulan atau kurang tetapi lebih dari tiga bulan
Satu tahun atau kurang tetapi lebih dari enam bulan
ung satu meter persegi dengan pengerti .n
pembulatan dalam meter persegi penuh dari beberapa alat rcklame
izin untuk masa yang sama dilakukan terhadap luas

lat reklame yang dipergunakan.
sar Rp 500, - tiap-tiap 100 lembar

SR RS e

c. Bagian dari meter persegi dihit

bahwa
dari seorang pemohon
seluruhnya dari alat-a
engadakan selebaran, dipungut paj ik sebe

(2) Untuk m

atau kurang.
ma persera

atau film reklame dipungut pajak scbesar 5% (li

Untuk mengadakan slide
ng dibayar kepada pcngusaha bioskop.

ius) dari jumlah uangya

(4) Untuk mengadakan rckla.m.e suara melalui pcrnancar radio dipungut paj;tk sebesar

\ 59 (Jima pcrscratus) dari jumlah uang yang dibayar kepada Penangyung jawab pe -
mancar radio.

Untuk mcngadakan reklame dengan alat - alat pengeras suara dipungut pajak sesuai

agaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, ditamnbah

dengan ketentuatl seb

20 % .duapuluh perseratus).

adakan Promosi Berhadiah, dipungut paja
5 9, dari jumlah nilai hadiah.
5% dari jumlah nilai hadiah.

Untuk meng k untuk
% Jangka waktu 30 hari atau kurang schesar 2,
b Perpanjangan 30 hari yang pertama schesar

(6)



(7)

(8)

(9)

(10)

-8 -

c. Per

ilai hadiah
d. Per i

Pan!angrxn 30 hari yang kedua sebesar 7,59, dari jumlah nitd’ ~dia
Parjangan 30 hari berikutnya sebesar 10 o/ dari jumlah nilai ha )
Untuk mensadakan » ) ¢ (1) hus
ruf ke P ngadakan ICkla_m.c sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 3y2: <t3)h Da
4 “eraturan Daerah ini pada tempat-tempat tertentu milik Pemerln

;:raht di)pungut pajak menurut tarip yang berlaku ditambah 10 % (sep
eratus).

uluh pcr

Jika ada beberapa permohonan izin memasang reklame pada suatu tcmpat_rc_
k¥amc milik Pemerintah Dacrah, maka izin diberikan kepad: pcnawar.tcr[_mg
g, dengan per gertinn bahwa besarnya pajak tidak lebih rend.h dari pada yang
ditetapkan dalam ayat (7) pasaiini,

Reklame sebagaimana d' maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, b, ¢ dar} g
Peraturan Daerah ini yang dipasang pada benda atau alat lainnya pada kcgng
gim 5s/d 10 meter, dikenakan tambahan pijak sebesar 25 % (dua puluh lima
perseratus) dengar maksimum penambahan pajik 2009, (duaratus pcrscmtus)

Untuk setiap penambahan sampai ketinggian 5 meter berikutnya, dauri ketinggt
an sebagcimana dimaksud dalam ayat (9) pasal ini, dikenakan tarip tambahan

25% (dus puluh perseratus) dengan maksimum penambahan p+jak 200 %
(dua ratus perseratus).

BAB VI
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 11

Dibebaskan dari pajak reklame ialah :

a.

- Reklame yang diselenggarakan dengan memberikan kompensasi berupa bangun

an dan atau alat untuk kepentingan umum atau Pemerintah Daerah d
julan mengajukan permohonan untuk pembebasan pajak dalam jangka
tertentu oleh yang bcrsangkutan dengan syarat-syarat yang
Kepala Daerah.

Cngan
_ wakty
ditentukan oleh

Reklame yang dibuat atau disclenggarakan untuk kepentingan Pemerintal,
atau Organisasi Sosial, kecuali bersifat komersial,

Reklame vang dibuat atau dipisang atau ditempatkan pada tanah atay bav
unan tempat penyclenggaraan pertunjukan yang berhubungan ng-

dcnga_n
jukan yang sedang disclenggarakan. o Pertun



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

()

«9
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BAB VII

KETETAPAN PAJAK KARENA JABATAN

Pasal 12

Daecrah diwajibkan dengan izin,
Daerah, maka jumlah paj -k y-+ng
raturan Daerah ini ditetap

ternyat tZ.FCkIamc yang menurut Peraturan
fertt s a xselcnggarakan tanpa izin Kepala
kan k:ng sc!aagmm:ma dimaksud dalam pasal 11 Pe

Juml rena jabatan oleh pejabat yang ditunjuk.
um . .

il ah ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1

an tambahan pajak 100 % (serutuspcrscratus).

(;/‘Va]lb pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan P*]
klm“kSUd d.a];;m ayat (1) dan (2) pasal ini, kepada Kepala Daer .h dalam jarg-
a waktu tiga puluh hari setelah surat ketetapan diterima oleh wajib pajak.

BAB VIII

) pasal ini dike-

2k sebagaimana

PENAGIHAN

Pasal 13

1imana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak akan
diberikan sebelum pajak dan biaya yang terhutang disetor kepada pemcganrg
Kas Daerah atau kepada pegawai yang ditunjuk untuk menerimanya.

Dengan izin Kepala Daerah dapat menyimpang dari ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasalini dengan mengatur hari - hari pembayaran

dengan cara angsuran.
Bila tidak dilakukan pem
mana dimaksud dalam ayat
denda sebesar 25 9%, (duapu

dibayar-.

Izin sebag

bayaran pada'hari-hari yang telah ditentukan sebagai
(2) pasal ini, maka pembayaran pajak ditambah
luh lima perseratus) dari jumlah pajak yang harus

Pasal 14

dimaksud dalam pas:—tl 9 Peraturan Dacrah ini di
Peraturan Daecrah ini, ma

) bagian dari pajak

hagaimana
ketentuan dalam pasal 7 ayat (1
dapat dikembalikan 3/4 (tiga perempat

ika sesuatu izin se
cabut berdasarkan
ka kcpada pemegang
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. ~ksud
yang harus dibayar selama izin berlaku menurut tarip sebagaimara dimaksu
dalam pasal 10 Peraturap Daerah ini 1

(2)  Jika jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tf:r'rl‘y'ata :T
bih banyak dari jumlah Pajak yang harus dikembalikan, maka kepada wajib pajak y2 bs
dicabut izinnya diwajibkan dalam waktu delapan hari sesudah menerima surat keputu
an pencabutan izin membayar perbedaan atay kekurangannya kepada pemcgang Kas
Dacrah atau kepada pejabat yang ditunjuk untuk menerimanya.

(3) Dalam hal pencabutan izin berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak ada pembayaran kembali dari jumlab pajak yang
telah dibayar,

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 406 dan 489 dari Kitab Undang -undang -
Hukum Pidana, siapapun yang tidak berhak menurut ketentuan dalam Peraturan Dierah
atau ketentuan dalam Peraturan Daerah inj atau ketentuan dalam peraturan perundang -
undangan lainnya dilarang mengambil, menyobck, merusak, membuat tidak terbaca atau
tidak terlihatnya sesuatu reklame yang diadakan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu seperti ditentukan dalam surat izin dan Jixa yang demikj
an itu tidak ditentukan, maka seketika setelah jangka waktu berlakunya surat
izin berakhir dan atau sesudah izin dicabut atau menjadi batal atau tidak ber
laku lagi, maka reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Dae-
rah ini harus dihapuskan atau disingkirkan atas tanggungan pemegang izin.
jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka Kepala Daerah sctcla.h memberikan
peringatan tertulis pula dalam hal yang memerlukan penyelesaian yang amat
segera, tanpa peringatan lebih dahulu, mengusahakan hapusnya,.atau c.ilsmg-
kirkannya reklame itu atas biaya sipelanggar, tanpa mengurangi sanksx‘yfmg
dapat dikenakan pada pelanggaran berdasar pasal 17 Peraturan Dacrah ini.

. . .. smaksud
) Barangsiapa mengadakan reklame tanpa mendzpat izin .sebag‘"‘”_“““a dimaktsuu“s
dalam ayat 2 Peraturan Daerah ini maka setelah menerima peringatan ter

i % ang
I ingk nehapus reklame yang
dari Kepala Daerah harus segera menyingkirkan atau menghap

dipasangnya.

l -



“d1%.

Jika L. o
csaaialr\,e;,:a”ban ini tidak d'penuh’ dan dalam hal-hal yang memerlukan penye
Pejabay '8 MLt segera tanpa peringatan terlebih dahulu Kcpala Dacrah atau
pclangg“}’rang‘_ ditunjuk menyingkirkan atau menghapus reklame itu atas biaya
la“ggar b’ tanpa mengurangi sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pe-
erdasarkan pasal 17 Peraturan Daerah ini.
Pasal 17

Kewai;
Vajiba : .
ladap sun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ter-
¢ ": ~ .
ti“ggal diajtudb“ddn Hukum dibebankan kepada anggota-anggota pengurusnya yng
fdonesia atau jika anggota - ang i idak ada kepada wakil Badan-
ukum ey, J ggota - anggota itu tida p

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 18

Pc.n}!awnsan atas pelaksanaan Peraturan Daerzh ini ditugaskan kepada Inspektorat
Wilayah Kabupaten dan Dinas Pendapatan Dacrah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana
dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Pemerintah Dacrah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang bprlaku.

Pasal 20

(1) Dalam melakukan tugas penyidikan, para peiabat sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 19 Peraturan Daecrah ini, berwenang :

- ima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
1. menerim P peng g g Yy

pidana.
9. melzakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kcjadian dan melaku-

kan pemeriksaan.



w2

<19..

- menyuruh berhent ges

. " i - 'ri
corang tersa T Le et enal di
tersangka, g ngka dan memeriksa tanda peng

melakukan Penyitaan benda atay surat.

mengs: il sidik jari
engambil sidik jari dan memotret sescorang

OU'I.-L

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa scbagai tersangka atau —

-

: mc“.d‘t:‘"gkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pe-
meriksaan perkara,

8. meng:daikan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyi-
dik bahwa tidak terdapat cukup bukii atau peristiwa terscbut bukan meru
pakan tindak pidana dan sclanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Peayidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sctiap tindakan tentang:
a. pemer.ksaan tersangka

b. pemasukan rumah

c. penyitaan benda

d. pemeriksaan surat

¢. pemeriksaan saksi

f. pemeriksaan ditempat kejadian,

yang d.teruskan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi
Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTIUAN PIDANA
Pasal 21

Pelanggaran atas ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 9, dan pasal 15 Peraturan
Daerah ini diarcam pidana kurungan sclama-lamanya 8 (tiga) bulan atay
denda sebanyak - banyaknya Rp 50, 000,00 (limapuluh ribu rupiah),

Alzt-alat reklame yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dapat dj.
rampuas, j:ka barang-barang itu milik pelanggar,

BAB XIII
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BAD XIII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

yada saat Peraturan NDaer:h
n-keten

Ser
nuaa 33,
zZin s .
mengadakan reklame yang masih berlaku j

N mnlg bearlak '
erlaku, sciak saat itu dianggap sebagai telahh memenuhi ketentua

luan
N dan gy .. 5t o
dalam “3“'-'“‘-‘)'”.11 dalam Peraturan Dacrsh ini, keeaali jika pemeging 12 ©
NV .- , . ) ) b,
t1 satu bulan sesudah saat tersebut mengajukan permohonan pencabutan

Kepada Kepala Daerah,

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum dintur dalam Peraturan Dacrah ini yang bersifat pelaksanaan

diztur lebih ianjut dengan Keputusan Kepala Dacrah.

Pasal 24

(1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas tanggal 20 Oktober 1952 tentang Mecozad kan dan Memungut Pa-
jak Reklame dalam Kabupaten Banyumas dimuat dalam Lembaran Fropinst
Jawa Tengih tanggal 15 April 1933 ( Tambahan Seri C Nomor 5) yang telah
diubzsh dan ditambeh terakhir dengan Feraturan Daersh Kab. Banyumas tang-
gal 10 Nopember 1970, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa leagah Sert C
Tzhun 1972 Nomor 106, dinyatakan udak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

ahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

AT3r cemua Orang menget 5 - ;
'a dalam Lembaran Daerah Kab. Daerah Tk, 1l Banyamas

jni dengan pcncmpalkann)
99 Januari 1983
nZWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UJ’“}‘;";‘;:)“{ l;' ";‘;“\‘u N
N 1 DAERAH TK. Il BANYUMAS  BUPA :PALA DAER: K.
kABUPATER BANYUMAS,

K ETUA,

K1SWORO. ROEDJITO.
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Peraturan Daerah ini te]

ah disahkan oleh M : ) 1. Tndone -
: = enteri Dalam Neg Republik In
sia dengan Surat Kepatusan tanggal 17 Pebruaci 1986 mm;%c:'ws.psl& 3220

MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
SOEPARD]JO

Diundangkan pada tanggal 20 Mei 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerzh
Kabupatea Daerah Tingkat Il Banyumas Seri A Nomor 1 Tahun 1986.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
BANYUMAS,

Sekretaris Wilayah [ Dacrak,

Drs. J. SOEHARDJO.
N1P. 010 026 588

P



PENJELASAN
ATAS

PERA
TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATII BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 1985

TENTANG ¢
PAJAK REKLAME

PENJELASAN UMUM :

zfl‘aturan Dacrah Kabupaten Banyumas tanggal 30 Oktober 1952 tentang Mengza -
akan dan Memungut Pajzk Reklame Kabupaten Banyumas, dimuat dalam Lem-
baran Daerah Fropinsi Jawa Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan S~ri C No-
mor 5) yang telah diubzh dan ditambah terzkhir dengan Peraturan Dacrah Nomor
12 Tahun 1970 tanggal 10 Nopember 1970 Nomor 106, sudah tidak sesual dengan
keadaan sekarang baik mengenai materi, besarnya pajak maupun penyusunan sisti-
matikanya. Oleh karena itu sesuai pula maksud pemungutan Pajak Reklame yang
menitk beratkan pada pengaturan Ketertiban, K ebersihan, Keindahan, Kesusilaan
dan Kesehatan serta kemajuan teknik promosi dalam bidang perdagangan, ko: dist
Jalan-jalzm, perlokoan, tempat hiburan dan pembangunan dewasa inl agar d.pat
h perkembangan dan pertumbuhan hasrat masyarakat peugussha

mengimbangi gaira
mengadakan penyesuaian beberapa klasifikasi

yang memasang reklame, maka perlu

Reklame serta penyesuaian tarip sccara keseluruhan.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya hanya mengatur masalah - masalah yang pokok
saja, sedangkan masalah yang bersifat teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan

oleh Kepala Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ¢

T Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1) ¢ Cukup jelas

ayat (2) : Dalam hal ada pemasargan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, misalnya
pemasangannya menjulang di atas jalan tidak memperhatikan
tiang dan atau tiang penggantungnya, maka wajib minta izir
dan dikenakan pajak yang berlaku.

Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
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! Termasuk dalam pengertian

yang tidak meuimbulkyg ranKCSUSHaan adalah Reklame

gsangan sex dap sadisme,

6 ¢ Cukup jelas
7 : Cukup jclas
8 : C_Ukup jelas

g anup jelas
Pasal 10 ayat (1) s/d
re 2 . . -
LT e,
* lermasuk sizp R .
/ , ayat (5) s/d an yang disclerggarakan oleh RRI& non RR]
l ) .
| Pasal 11 ljyatng) ke i
asa urui a . i [6
. gf?{flbf:basan 1n1 1alah pembebasan bersyarat yaitu harus dj
1ajukan dengan surat permohonan dan hacya untuk jang
ka waktu tertenty yang menurut pertimbangan Kepala Dae
rah atau Pejabat yang ditunjuk, maka masa pembebasan
tersebut terhitung mulai permohonan diterima.
Dengan demikian maka masa bertkutnya berlaku tarip se-
bagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah inj
huruf b : Cukup jelas
huruf ¢ : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pusal 13 4 : Cukup jelas
Pas: 14 : Cukup jelas
Pasil 15 s/d pasa! 24 : Cukup jelas

«R»




MEN
ENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR ; 973. 513.3-220

TENTANG:

g%\h,}GRSAHAN. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
1I BANYUMAS NO.2 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK REKLAME

MENTERI DALAM NEGERI

Mecimmbaca - a. Surat Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
16 Oktober 1985 No. 158.3 /29930 perihal permohonan pengesah

an Peraturan Daerah.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingk

No. 2 Tahun 1985 tentang Pajak Recklame.
hkan Peraturan Dacrah yang

at II Banyumas

. bahwa tdak keberatan untuk mengesa
dimaksud.

s la Undang-undang No.
rintahan di Daerah.

Menimbang

Mengingat 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok- Peme-=
2. Undang -undang No. II/th. tahun 1957 tentang Peraturan -
Umum Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

uran Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat 1

. ahkan Perat
. Mengesahkan Pajak Reklame dengan

etapkan
SIEREESE 2 tahun 1985 tentang

Banyumas Nomor
pcrubahan :

1. Kata » Bahwa” pada.
ubah dan harus ditulis

Konsideran Mecnimbang baris pertama di-

»hahwa’’



o, Pasal 1 :

- huruf ¢, dihapus

- huruf d, kata »

T ural 1,, ltfa Dac~r311” sebelum kata "Kabupaten” dihapus.
uruf-huruf supaya disesuaikan kembali,

8. Judul BAB.IX diub y
LAIN", iubah dan harus dibaca "KETENTUAN LAIN -

4. Pasal 17, dihapus.
Pasal 18 dan 19 menjadi pasal 17 dan 18 baru.

5. Pasal 18 baru diubah dan harus dibaca :

Pasal 18
PC(rilgastan atas pqlaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan ke -
pada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Dinas Pendapatan Daerah
6. sesudah pasal 18 baru ditambahkan BA8 X[ buru sebagai berikut =

BAB XI

PENYIDIKAN

| Pasal 19
Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud pasai 21 Peraturan Daerah ini, dilakukan olch pejabat Pegawai Negeri Si
pil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditctapkan scsaal de-
ngan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
n penyidikan, para pejabat scbagaimana dimaksud dalam pa -

3]

(1) Dalam melakuka

sal 19 Peraturan Daerah ini berwenang :
an dari sescorang tentang adanya tindak

1. menerima laporan atau pengadu

pidana.
melakukan tirdakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaku

kan pemeriksasn.
3. menyuruh berhenti sescorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka,
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melakukan pcnyitaan benda atau surat.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksl

hubungannya dengan p¢

= e

mendatangkan orang ahli yang diperiukan dalam

meriksaan perkara.

|
| 3. mengrdakan peanghentian penyidikan setelzh mendapat petunjuk dari pe-
atau peristiw: tersebut bukan

nyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti
merupakan tindax pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberita liu -
kan hal tersebut kepada penuntut umuim, tersangka atau keluarganya.

(2) Petugas Penyidik Pegawal Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tiadakan

tentang :

a. peme-iksaan tersangka
b. pemasukan rumah

c. penyitaan Lenda

d. pemeriksaan surat

e, pcmcriksaan_saksi

f. pemeriksaan di tempat kejadian,
yang diteruskan kepada Kejtksaan Negeri dengan tembusannya kepida Polisi

7 Sesudih pasil 20 baru ditambahkan BAB XII baru, sebagali berikut :

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 15 Peraturan Dacrah
ini, diancam pidana Kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan, atau der.da szbanyak
banyaknya Rp 50. 009, 00 (limapuluh ribu rupiah)

(2) Alat-alat rcklame yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dapat di:zmpas
jika barang - barang itu milikx pelanggar.

8. BAS XI dan XI1I lama m=njadi BAB XIiIl dan XIV
9. Pasal 20 lama dihapus.
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Diundangkan dajam Le
mas Nomor , , ., , | Tahun

mbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Ban
..... Seri ;...

bR

Ditetapkan di ¢ Jakarta
Pada tanggal : 17 Pebruari IS

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SOEPARD]JO.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

£330 O o i LIl e

Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sd-.
S-r.
Sdr.
Sdr.

Menteri [ Sekretaris Negara di Jakarta

Menteri Kehakiman di Jakarta

Menteri Keuangan di Jakarta

Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta

Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta
Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Jawa Tengah di Scmarang

Bup:ti Kepala Daerah Tingkat Il Banyumas di Banyumas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas di Banyumas.

«R»



